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PRAKATA

Puji dan rasa syukur tak putus-putusnya penulis panjatkan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, penulisan buku
dengan judul "Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Tanah: Kajian
Yuridis Dari UU No. 5 Tahun 1960 Sampai UU No. 11 Tahun 20207,
dapat penulis selesaikan dengan baik.

Selama dalam proses penyelesaian buku ini, berbagai
kendala telah penulis hadapi termasuk kendala dalam penyu-
sunan sejak awal hingga akhir penulisan buku ini, tetapi berkat
dukungan moral serta bantuan dari berbagai pihak, maka
penulisan dan penyusunannya dapat penulis selesaikan. Atas
pantuan dan dukungan ini penulis menghaturkan banyak
terimakasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan
balasan yang berlipat ganda pada semua pihak yang telah
membantu dan kita semua senantiasa berada dalam lindungan-
Nya.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, penulis menyadari bahwa
diri ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak keterbatasan.
Demikian pula dengan penulisan buku ini yang masih jauh dari
kesempurnaan, bahkan sangat banyak kekurangannya. Oleh
karenanya sangat diharapkan kepada berbagai pihak untuk
memberikan masukan atau sarannya yang berguna untuk
penyempurnaan lebih lanjut. Semoga buku ini dapat digunakan
sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, pelajar, praktisi, stake-
holder masyarakat

Surabaya, Januari 2023

Penulis
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A. Pengertian Pengadaan h

I merupakan [N

I dilakukan =

P Konsep dasar pengadaan tanah
berdasarkan

dan NN

urut Soedaryo Soimin yang dimaksud

kesepakatan para pihak, yaitu

3

dengan pembebasan

bermaksud secara [N 2

Pada mulanya, kegiatan pembangunan untuk kepentingan
umum dilakukan dengan menggunakan tanah negara, namun

karena terbatasnya tanah negara, maka kemudiangg@ulai ada

kebijakan untuk menggunakan tanah masyarakat

B dengan sesuatu . salah satu

digunakan [} pelaksanaan

B vaitu tanah [ dilekati dengan
sekarang ini adalah sangat sulit melakukan
B i B ncgara, dan sebagai jalan
keluar yang ditempuh adalah dengan memperoleh tanah-tanah
hak. Kegiatan “mengambil” tanah inilah disebut dengan “Peng-
adaan Tanah". “Tanah merupakan modal dasar pembangunan.
Hampir tak ada kegiatan pembangunan (sektoral) yang tidak
memerlukan tanah. Oleh karena itu tanah memegang peranan

yang sangat penting, bahkan menentukan berhasil tidaknya

milik. Pada masa

' Achmad Rubaie (2007), Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan

Urmum, Bayu Media, Malang, hal121.
¢ Spedaryo Soimin (2001), Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika,
Jakarta, hal.73.
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suat@@pembangunan”.
_ semula dinyatakan [
1 Keputusan Presiden Rl No. 55 Tahun 1993, yaitu
h mem-

berikan I EE—
ngertian [ mengalami perubahan dalam
R N yaitu

RI I 2006, yaitu I

Nomor_

2 I - I e ba-
2 I -

mem-

tanah.

benkan
B Pengertiarggoengadaan tanah mengalami perubahan

sejak diundangkan Nomor [

k berlakunya Keputusan [ s T
1993, a Bl
B - N - o:coon tanah I

kegiatan untuk mendgpatkan [} Pengertian pengadaan
tanah ini diubah oleh h No. [
I - N sebagaimana diubah
oleh I =1 No. 148 [ 2015 menjadi kegiatan

untuk menyediakan tanah.
Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa setelah terbitnya

No. I

Character Building Through Education 3




HUKUM PENGADAAN DAN PENDAFTARAN TANAH: KAJIAN YURIDIS DARI UU NO. 5 TAHUN 1960
SAMPAI UU NO.11 TAHUN 2020

B pengaturan pada periode setelah
B o, B istilah yang d]guna'n adalah

“pengadaan tanah”. Yang dimaksudkan dengan

3
Sependapat dengan Maria S.\W. Sumardjono, Abdurrahman
enyatakan bahwa sehubungan dengan Keputusan Presiden R

dan I
I, ialah tidak diguna-

kannya lagi istilah pembebasan tanah sebagaimana lazimnya
dikenal dalam praktek se

gai salah satu pranata hukum
alternatif dari pencabutan secara tegas

disebut NG elainkan istilah
pengadaan tanah.
— No. I

Sejak berlaku
perolehan [N
B ocrusahaan [ tidak ditempuh melalui meka-
nisme pembebasan tanah, melainkan melalui pengadaan tanah.

irdasarkah luas tanah yang diperlukan, ada 2 (dua) macam

. Pengadaan untuk kepentingan umum |G

vang luas [l vang
diperlukan lebih [l 5
(lima) hektar.

b.  Pengadaan skala cil—
_luas—
B icdak lebigadari 5 (lima) hektar.

Urip Santoso memberikan b

-]
I instansi yang memerlukan [
I (RTRW)

* Maria S.W. Surmardjono
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yang telah ditetapkan

atas R
I

Perolehan tanah [l berasal dari tanah hak untuk
kepentingan instansi dan perusahaan swasta ditempuh melalui

ngadaan tanah. Perolehan tanahnya dapat ditempuh melalui
atau pemindahan |GGG

Berdasarkan kepentingannya, pengadaan [l dibagi

2 (dua) macam, yaitu:

a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
membutuhkan

b. ngadaan tanah untuk kepentingan perusahaan swasta
membutuhkan

I perusahaan swasta MM perusahaan

.asta yang berbentuk Perseroan Terbatas.

dilakukan [ berpedoman pada [N-prinsip:

dimiliki oleh rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi
warga negara, sehingga tidak dapat sedemikian rupa
dengan mudah diambil untuk kepentingan-kepentingan
tertentu termasuk kepentingan umum, tanpa mengindah-
kan aturan yang ada.

2. =,
proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum mau-
pun dalam proses pemberian hak atas tanah kepada instansi

merintah sebagai pemangku kepentingan umum.
3. —

4 Urip Santoso (2018), Buku Ajar Hukumn Pengadaan Tanah dan Pendaftaran Hak
Atas Tanah, Revka Petra Media, Surabaya, hal. 21.

wn
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. dan

dipergunakan I

4. cepat NN
I panitia
panitia
-]

s | ——

mengenai

=)

rugi

dengan

apabila

hak nya [N «om-
pensasi [ ema-

sukkan

e dipedo-
mani rugi.
7. Prinsip perbedaan

ey 0
B ivitatif N = N
e yang ada
B komersial/l dan kepentingan swasta), [ pene-
tapan [N proedur peng-
adaan [N pengunaan
B hormalnya

panitia [ -

Muhammad Yamin & Abdul

5
100,
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l. Sejarah Pengadaan Tanah

Perkembangan pengadaan tanah di Indonesia dipengaruhi
oleh berbagai faktor diantaranya dipengaruhi oleh sistermn peme-
rintahan, sistem kepemimpinan, rencana kinerja pembangunan,
arah orientasi pembangunan dan peraturan perundang-undangan
yang diberlakukan. Sejarah pelaksanaan pengadaan tanah di
Indonesia tidak terlepas dari masa penjajahan Belanda maupun
masa penjajahan Jepang, dimana sistem yang diterapkan kedua
penjajah tersebut memegang peran terhadap mekanisme dan
pengaturan pengadaan tanah di Indonesia.

Pengaruh dari masa kolonial dan penjajahan tersebut
ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga berpeng-
aruh terhadap beberapa negara lain sebagai contohnya di India,
Malaysia dan beberapa negara Asia lainnya yang menjadikan
mekanisme pengadaan tanah mengikuti aturan yang diterapkan
oleh pemerintahan Kolonial. Dalam perjalanannya program pem-
bangunan, kebijakan politik, sistermn kepemimpinan, sistem peme-
rintahan, arah pengembangan ekonomi, kondisi sosial budaya
yang terus berubah, kajian riset terkait pelaksanaan pengadaan
tanah, sistem/regulasi yang mengatur terkait agraria/pertanahan

mem a pengaruh terhadap sistem dan pengaturan peng-
adaah
secara tegas mengenai

. UUPA hanya [ rengenai

menyebutkan “Untuk
kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara
serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat
dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan

menurut cara g diatur dengan Undang-undang”. Disamping
Pasal 18 UUPA, menentukan “semua hak atastanah

berfungsi sosial”. Kedua yang dijadikan landasan
Pemerintah dalam melakukan

|
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Selain kedua pasal di

saMmpal [ " I 2020
, pengaturan mengenai “pelepasan
hak atas tanah” sebagai

= dapat ditafsirkan dari Pasal 27, 34, dan 40
UUPA menentukan [INEGEGEEEEEEEE jika
tanahny@ljatuh pada negara, penyerahan secara suka rela, dan
dicabUb 34 Il menentukan
B Hak Guna Usaha hapus jika dilepaskan secara suka rela,
dan dicabut untuk kepentingan umum. Pasal 40 UUPA menen-

tukagHak Guna Bangunan hapus jika tanahnya dilepaskan sebe-

jum , dan IR
.

Untuk

aksanakan [ 18 UUPA, kemudian
dikeluarkan pen-

cabutan [EEEEEEE——_
Pengaturan bagi I untuk kepen-

tingan umum, diatur

= uraian di bawah ini:

tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata cara Pem-

bebasan Tanah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Neger|

(PMDN) No. 15 Tahun 1975 ini istilah pengadaan tanah tanah

tidak dikenal. Istilah yang dipakai dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri ini adalah pembebasan tanah sebagai cara

untuk mendapatkan tanah untuk kepentingan umum.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diatur mengenai

perolehan tanah untuk kepentingan umum, dan untuk

kepentingan swasta. Dengan adanya peluang swasta terlibat
dalam pengadaan tanah tanah, maka dalam prakteknya
terjadi banyak penyimpanganpenyimpangan.

Pengadaan tanah yang pada dasarnya tidak untuk mencari
keuntungan, namun ketika swasta terlibat di dalamnya maka
orientasinya adalah keuntungan (profit oriented). Dalam
perkembanganya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini tidak
sesuai dengan perkembangan jaman, disamping terjadi banyak
penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka kemudian diganti

8 Character Building Through Education
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dengan keputusan presisden —

-]

]

2. [N Nomor I tentang Peng-
adaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepen-
tingan Umum. Dalam Keputusan Presiden ini untuk pertama
kali diperkenalkan istilah "Pengadaan tanah bagi pem-
bangunan untuk kepentingan umum”. Definisi pengadaan
tanah menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan
cara memberikan ganti kerugian kepada tang berhak atas
tanah.

Dalam Konsideran "Menimbang b" disebutkan bahwa pelak-
sanaan pengadaan tanan dilakukan dengan memperhatikan

peran tan dalam kehidupan manusia dan prinsip peng-
hormatan
- hanya dapat dilakukan - kepentingan -, Kepu-

tusan Presiden ini berbeda dengan Peraturan sebelumnya yang

memberiisempatan kepada pihak swasta untuk melak-

sanakan

I cengan bantuan pgaia NN
B vang seyogyanya merupakan fasilitash
&

Menurut Keputusan Presiden ini kepentingan umum adalah
‘kepentingan seluruh lapisan masyarakat”. Kemudian dalam
Pasal 5 dibatasi lagi "kegiatan pembangunan yang dilakukan dan
selanjutnya dimiliki oleh pemerintah serta tidak mencari keun-
tungan”. Dalam perkembanganya Keputusan Presiden ini tidak
sesuai dengan perkembangan jaman, disamping itu

| | , di | | lam iIlmu
perundangundangan, secara hirarkhi muatan materi

e tidak
selayaknya diatur - sebuah Keputusan _

a
L Yokyakarta, hal5.
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Atas dasar itu kem@lian Keputun Presiden Nomor 55 Tahun
1993 ini diganti dengan

adaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepen-
tingan Umum. Pengertian pengadaan tanah menurut Per-
aturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 adalah setiap kegiatan
untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti
rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah,
bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan
dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.

Menurut Peratura@Presiden ini pengadaan tanah dilakukan
. dan pencabutan

dengandua cara yaitu
B Gerbeda [ peraturan  sebelumnya
“kepentingan umum” didefinisikan kepentingan sebagian besar
lapisan masyarakat. Tidak ada batasan “untuk selanjutnya dimiliki

eh pemerintah dan tidak untuk mencari keuntungan.
ini menurut para ahli
dianggap peraturan yang sangat represif. Hal itu dapat dilihat
dalam Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3).

sal 10 Menentukan:

dimaksud

menetapkan

B bersangkutan.

10 Character Building Through Education
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B menitipkan [

Atas akan dan kritikan dari para ahli kemudian Peraturan
Presidenh diubah dengan D
I Nomor I
4. . s B 2006 N Perubahan

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005. Peraturan Presiden
Nomor 65 Tahun 2006 ini sebagai penyempurnaan dari
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. Beberapa Pasal
dalarm Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang
diubah oleh Peraturan Presiden ini yaitu Pasal 1 angka 3,
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13, Pasal
15, Pasal 17, dan Pasal 18. Dalam perkembanganya Peraturan
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ini tidak sesuai dengan
perkembangan jaman.

Disamping itu bentuk hukum yang mengatur pengadaan
— seharusnya [ NEEREEEEEEE
tingkatan [N Hukan seting katleraturan Presiden

atau keputusan Presiden. Atas dasar itu

jo |
mz-m
]

5 [ > NN 2012 M Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ini merupakan produk
hukum baru yang menggantikan peraturan perundang-
undangan sebelumnya di bidang pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan
demikian, segala acuan dalam pelaksanaan pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus
didasarkan pada Undang-undang ini.

Untuk melaksanakan ketentuan undang-undang Nomor 2
dikeluarkan [ Pemerintah [

Character Building Through Education 11
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I Pelaksanaan pengadaan [EEEEGGN

1. Masa Penjajahan Belanda

Sistemn pengaturan pengadaan t h pada masa /era
Kolonial ini tentunya sangat merugikanah menguasal
B ataupun [N sebelumnya telah [N ataupun
yang telah mengusahakan tanah. Masyarakat pribumi dan
masyarakat petani kecil tentunya menjadi pihak yang sangat
dirugikan dengan adanya pembebasan lahan di masa ini. Sistem
pengambilan tanah secara paksa dan perampasan tanah melalui

kekerasan, ancaman dan intimidasi sangat kental sehingga
masyarakat tidak memiliki perlindungan

alam hal keadilan
terhadap akses tanah. Tidak adanya sistem

adil terhadap [l kerugian NN =nah N

B scbelumnya mereka kuasai dan mereka usahakan
menimbulkan kesengsaraan dan meluasnya kemiskinan di masa
penjajahan Belanda. Beberapa praktik pembebasan tanah dan
praktik perbudakan yang dilakukan pada masa kolonial untuk
pembangunan.
2. Masa Penjajahan Jepang

Beralihnya penguasaan dari zaman Belanda ke zaman
Jepang tidak membuat sistem pengaturan terhadap pembe-
basan lahan (sebutan pada masa lampau)/pengadaan tanah
menjadi lebih baik, justru pengaturan terhadap pengadaan
tanah masih tetap sama atau dapat dikatakan lebih buruk.
Perbedaan yang sangat mencolok terhadap pengaruh di masa
Hindia Belanda dengan Pemerintahan Jepang terletak pada
sistem pemerintahan yang ditetapkan, dimana pemerintahan
Hindia Belanda menerapkan sistem pemerintahan sipil sehingga
yang berkuasa ialah Gubernur Jenderal sementara pemerintahan
Jepang menerapkan sistem militer sehingga yang berkuasa ialah
panglima tentara.

Di masa pemerintahan Jepang pencabutan tanah untuk
alasan militer banyak dilakukan di berbagai wilayah, dimana
pembagian pemerintahan militer di masa itu menjadi 3 wilayah

12 Character Building Through Education
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yakni untuk wilayah Sumatera berpusat di Bukittinggi, untuk
pemerintahan Jawa dan Madura berpusat di Jakarta, dan untuk
pemerintahan militer di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan
Maluku berpusat di Makassar. Dalam proses pencabutan hak atas
tanah tersebut tidak dikenal adanya sistem ganti kerugian
kepada pemilik sebelumnya ataupun jika ada disebut sebagai
“harga paksa”, tekanan militer dan perampasan tanah justru
sangat kental di masa ini. Beberapa bukti adanya pencabutan
hak tanah yang sebelumnya dikuasal oleh masyarakat dengan
dalih untuk membantu kemerdekaan Indonesia hingga saat ini
masih menyisakan permasalahan terhadap salah satunya
konversi tanah bekas Jepang dimana pada beberapa wilayah
belum terselesaikan.

3. Pasca Kemerdekaan: 17 Agustus 1945 sampai dengan
diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria/UUP-
Orde Baru
Penjajahan oleh Pemerintah Kolonial Belanda selama 3,5

abad (* 350) tahun diikuti penjajahan oleh Pemerintah Jepang

dengan Tentara/Militer Dai Nippon-nya selama + 35 tahun
tentunya membawa kondisi perekonomian semakin memburuk.

Hukum Agraria kolonialis dengan mendasarkan Asas Verklaring

sebagaimana diatur Agrarische Wet 1870 menunjukkan keinginan

untuk meraup keuntungan bagi penjajah dan berkarakter
eksploitatif, dualistik, feodalistik, maka masuk akal dan wajar jika
sebagian besar rakyat/ masyarakat Indonesia setelah menapaki
era kemerdekaan 17@Agustus 1945 menuntut adanya suatu
pembaruan terhadap

Agraria. [ telah ditetapkannya UUD Negara RI Tahun

BN september [l sesuai NN

- Angka Romawi I UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih ber-

langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut

Undang-Undang Dasar i@l
Ketentuan Peralihan secara kesejarahan

harus dimaknai dalam termin waktu, yaitu: pada tanggal 18

13
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Agustus 1945, Empat hari sebelumnya yaitu tanggal 14 Agustus
1945 Pemerintah Kerajaan Jepang menyerah tanpa syarat
kepada Sekutu. Dengan demikian secara hukum berakhirlah
pemerintahan pendudukan Militer Jepang terhadap Indonesia
dan terjadi kekosongan kekuasaan, dan kemudian disusul oleh Ir.

Soekarno-Drs. @loh Hatta memproklamasikan Kemerdekaan
Indonesia pada—Jam 10.00 NN
B No. . sementara kita tahu bahwa sejak 8 Agustus
1942 (Kalijati), Pemerintah Belanda secara hukum maupun

kenyataan pemerintahan Hindia Belanda sebagai bagian dari
Kerajaan Belanda di Indonesia juga telah berakhir.

. Pada awal kemerdekaan sebelum diundangkannya UU

T langkah-langkah

diternpuh oleh pemerintah Indonesia untuk mengakhiri produk
hukum agraria Kolonial itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua)
yaitu: Pertama, pengundangan berbagai Peraturan agraria yang
sifatnya parsial artinya menyangkut bagian-bagian tertentu dari
ruang lingkup agraria; dan Kedua, membentuk panitia-panitia
perancang UU Agraria yang bulat dan bersifat Nasional.

Pasca kemerdekaan pengaturan terkait agraria, khususnya

ngadaan tanah tertulis di dalam UUPA diantaranya terdapat
meliputi

rberapa butir [

T
®
=
un
o
Q
48]
i)
>

[
B manusia [ —
= pada [N
-e_ mencapai [
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BAB | PEMCGADAAN TAMNAH

. Penetapan NN

ini juga menggantikan asas domain yang berlaku dalam

Agrarische Wet. U
mencapal tujuan

B cenempatkan posisi
Menurut Penjelasan UUPA, [IINNEENEG
I cmang bugien pemilik, melainkan

bertindak selaku badan penguasa yang

menguasai I o=

I aka lebih tepgg jika Negara ditem-
patkan dan dipersonifikasikan sebagai h
kemudian dirumuskan s B 2) uuPA.

Selanjutnya dalam UUPA padahdijelaskan e
milik _ berfungsi - Mendasarkan pada peraturan

tersebut, maka negara memiliki kekuasaan untuk mengatur
sumber-sumber agraria, selain itu negara | memiliki kekua-
saan dalam membatalkan dan mengambilh
terkait pengadaan 1

B bahwa: “untuk kepentingan umum, termasuk
kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama

daripada rakyat, hak-hak atas tanah dapat ditarik dengan
memberikan ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur
oleh undang-undang”.

Beberapa hal yang pe diperhatikan dalam konteks
pengaturan pada UUPA yakni

memiliki arti bahwa [l memiliki kewenangan dalam hal
mengatur dan mengelola tanah, dalam hal ini yang perlu
ditegaskan ialah kewenangan mengatur bukan berarti negara
memiliki tanah. Konsep vyang diterapkan pada UUPA Ini
dipengaruhi dari pengaturan hukum adat yaitu di dalam konsep
hukum adat tidak mengakui hak milik individual yang mutlak/
absolut terhadap tanah.

memberikan suatu sikap bahwa untuk

Character Building Through Education 15
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4. Orde Baru

Pada masa ini pemerintah memiliki kekuatan untuk
melakukan tekanan-tekanan di dalam proses pengdaan tanah.
Kekuatan militer baik pada tahapan kesepakatan harga untuk
penentuan ganti kerugian ataupun tekanan militer pada tahap
pelaksanaan pengadaan tanah dirasakan oleh masyarakat pada
masa itu. Sistem pemerintahan yang dibangun oleh Sceharto
sangat kental dengan kekuatan otoriter, sementara demokrasi
rakyat ditenggelamkan dan ditindas selama masa kepemim-
pinan beliau yakni 30 tahun.

Kondisi ini mengakibatkan pergerakan masyarakat bawah
sangat diawasi dan terkekang yang berimplikasi rakyat tidak
mampu bersuara, tidak mampu bergerak, tidak adanya sistem
demokrasi sehingga rakyat hanya dapat menurut terhadap
kehendak pemerintah. Upaya relokasi masyarakat terdampak
pengadaan tanah yang dilakukan pada masa orde baru melalui
skema bedol desa atau program transmigrasi terhadap masya-
rakat terdampak pengadaan tanah tidak sepenuhnya berhasil.

Dalam praktiknya masyarakat yang dipindahkan melalui
transmigrasi tersebut banyak pula yang harus kembali ke
Jawa/lokasi awal dikarenakan lokasi transmigrasi yang dijanjikan
belum layak untuk pemukiman yakni tidak tersedianya akses
jaringan transportasi, keterbatasan fasilitas dasar seperti air
bersih maupun jaringan listrik, serta keterbatasan fasilitas sosial/
fasilitas umum menjadikan masyarakat menderita dan men-
dapat kehidupan baru yang kurang layak.

Selain itu lahan yang tersedia untuk lokasi transmigrasi yang
dijanjikan oleh pemerintah masih berupa hutan belantara yang
cukup menyulitkan masyarakat dalam hal mengolah lahan
menjadi sumber bahan pangan maupun sebagai sumber
penghidupan. Terbatasnya peralatan dan tiadanya teknologi
tepat guna yang disertakan dalam transmigrasi justru menye-
babkan kesengsaraan baru bagi masyarakat yang dipindahkan
karena pengadaan tanah.

16 Character Building Through Education
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